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BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 14 TAHUN 201¢

&

E’EDOMA’\T TATA CARA PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN

o)

b
BADAN USAHA MILIK DESA

@
DENG/AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95
Peraturan Daerah Kabupa Cianjur Nomor 4 tahun
2015 tentang Desa pe menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pendirian dan
Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
Mengingat 1 Tahun 1950

daerah Kabupaten
Jawa mi (Berita Negara

Tahun 501 sebagaimana

cgann Undang-Undang Nomor 4
tentang Pembentukan Kabupaten
!

_—
& i
oo
[029]

Tahun

Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan

Mengubah Undang- | lwémo Nomor 14 Tahun 1985¢

Ty 1

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
Jmam Lingkungan ‘P: pinst  Jawa Barat
(Lembaran Negara %“ publik Indonesia Tahun 1968

N@mm 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran \Tega ra Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara
! nor 54954;

Exepubi k'Indon
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
' Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
: Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

.Lem h%m Negara QP; ublik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapakali ‘i"\_,ldhmz
dengan Undang-Undang Nomor @ Tahun 2015
tentang

Perubahan Kedua Atas Un dang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Repu huni« donesia Nomor 5679);

4, Peratl.j,rgmﬁ?t merintah Nomor 43 Tahun 2014 tentan
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- dﬂdmm
Nomor 6 Tahun Q(N 4 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik  Indone Tahun 2014 Nomor 123,
o ' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539 )ebagmmar a telah diubah dengan
,Uerdt‘wan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentano
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang N("e‘n hun 2014 ‘fu ;u Desa
(Lembaran 1blik Indone "ahun 2015
Nomor 1”3 Lembaran mgam R publik
Indonesia ©

<

o>. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerf
| mmﬂggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 201
Tentang @Mdu‘aam Pengurusan dan P "“”(’JO[&@N

DAaraz lan Usaha Milik Desa (T%mnz;

ia Tahun 2015 Nomor

z1s upate ; Nomor 4
Tahun 2015 tentang Desa ‘mbaran Daerah

MEMUTUSKAN:;

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA
CARA PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN
USAHA MILIK DESA.
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’ BAB I
KETENTUAN UMUM
o
' Pasal 1
P Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.  Dderah adalah Kabupaten Cianjur

13 «){ Q»,/Mipxj ur.
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“)mwm” nfah Desa

“emerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah yang
memiwmin peifd\cganaz-m urusan pemerintahan yang

Desa adalah (‘Eesa dan desa adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa,
adalah kesatuan masyarakat hukum vang memiliki
batas wilayah yang be Twenang untuk mengatur dan
mengurust urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat  setempat  berdasarkan prakarsa
nasyarakat, hak asal wusul, dan/atau hak
tradisional vdng diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia

i~ e . Y P 4 s , 5
¢ saiaiz Kepala Desa atau yang

disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa

sebagai unsur pen; \lt,ngg ra Pemerm ahan Desa.

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut
BUM Desa, ddam badan usaha yang seluruh atau
se udfMPiu odalnyva dimiliki oleh Desa,
mem : secara langsung vang berasal
dari - kek ar df‘&a vang dipisahkan guna

menGU(i wlf}yamn dan 'usaha lainnya
untuk set nya kesejahteraan masyarakat

LzﬁS&.

BUM Desa Bersama adalah BUM Desa yang
dibentuk dan merupakan milik 2 (dua) Desa atau

lebih.

3adan Permusyawaratan Desa atau yang disebut
dengan nama lain adalah lembaga  yang

melaksanakar fungsi ppmf*ri ntahan yang

anggotanya m ti\li’*aﬁm n wakil dari penduduk Desa
berdasarkan, keterwakilan wilayah dan ditetapkan
secara demokratis.

w

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama
lain + adalah musys ‘7’11“9}‘”‘ antara = Badan
Permusyagaratan Desa, Dcmmﬁm ah Desa, dan

mnsur '
Badan

hal \/(J‘z{’ 'i_‘serﬁ;f;

Kesepakatan Musyvawarah Desa adalah suatu hasil
k(*rwtus an dari Musyawarah Desa dalam bentuk
kesepakatan vang dituangkan dalam Berita Acara
ese pakatan i 1k Desa yang
©ditandatangani Ketua Badan

sa dan Kepala Desa.

Permusyaws

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-
undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa
setelah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa.
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Belanja Desa, yan
Desa, adalah rencana
ntahan Desa,

e

JM DESA

sudkan sebagai upava
! Hf:giatan di bidang ekonomi
1 vang dikelscla oleh Desa

]

{/307 i ;_"f‘i &y

menmpﬂma'{"?m sssm Desa ﬂgaz bermanfaat

menmgka : usaha  masyarakat dalam
p{:rwel@mm si ekonomi Desa;

méngen rencana kerja sama usaha
antar es au dengan pihak ketiga;

fncm*ip dan jaringan pasar yang

,JAVHT}"? Umum wa rga,

an ke 1} a,
kesejahteraan masyarakat
melalui perbaikan pelayanan umum,

pertumbuban dan pemerataan ekonomi Desa;

apatan masyarakat Desa

BUM Desa berdasarkan
: Yendirian BUM Desa.
da gt ikarn BUM Desa sebagaimana

dimaksud paﬁ a ayat (i) dengan

.4’)

ik T

Pendiric

Pase

Desa,

€T &
inisiatif Pemerintah Desa da n/ amu masyarakat

potensi usaha ekonomi Desa:
sumber daya alam dj I

C‘umbu daya manusia vang

UM Desa; dan

}jen%maﬂn nmia’i dari ?en@rm‘mn Desa dalam
bentuk pembiayaan dan Kekayaan Desa yvang
diserahkgn untuk dikelola sebagai bagian dari
usaha BUM Desa.

h
ol -
D
O]
jab)

nampu “fngeioja

a1




Ui

|

Pokok bahasan yvang dibicarakan dalam

Musyawarah = Desa sebagaimana dlmdksud pada

ayat (1) m@ﬂmuu

a. pendidan BUM Desa sesuai dérwan kondisi
ekonomi z“m w% I hu laya rmdsym akat;

b. r}rgzmrqd i penge J

. ‘modal usaha BUN

d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga

" BUM Desa. -
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Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana
" dimaksud pada avat {.1} menjadi pedoman bagi
Pemerintah Desa dan Badan Pe rmusyawaratan
Desa untui Peraturan Desa tentang
pendirian BU

- : . : saima antar-1esg dan
pelayanan usaha antar-Des sa dapat dibentuk BUM

bertujuan untuk
usaha dengan

1 alam,;

b. poten Ve manusia;
c. kebut syarakat antar desa yang

d. kefmr% Le) A kemampuan modal.

Pendiriam BUM Desa Bersama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diseg ;dk?ﬂ melalui
musyawarah  antar-Desa yang dmmhm I oleh
badan kerfa sama antar-Desa yang te: d ‘1 dari:
Pemerintah Desa;

anggota Badan Pex
lembaga kemasvar
d. T@rm)aga Desa Msrmya dan
€. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan
© keadilan gender. : :

oo
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Kﬁfemnm* T mengenai M ayaw&r ah

Desa
‘scmgi ana din‘xal«»‘;u*& dalam P&;ﬂ: 4 ;%yaff (3)
Df’ﬂ"‘kh secara muw:ﬁis rutandis terhadap pendirian

BUM Desa
BUM Desa Bersama ditetapkan dalam Peraturan
Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa
Bersama.




BUM Desa dapat membentu
- Aa.

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BL M DESA

Bentuk Organisasi BUM Desa
' ©
Qrganisasi Desa terpisah dari

1 v ] + T3 8 .
mgdm:«;:ﬂxs Pei Ti“” Heaiian 1,esd.

BUM Desa «dapat terdiri dari unit usaha yang
berbadan hukum.

Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} dapat berupa lembaga
1 % 1

3 G —_— 5 - ” . L S
"i‘%ﬂla yamg kepemilikan sahamnya berasal dari
BUM Desa dan masyarakat.

Thaand 5
Pasal 7

¢ unit usaha meliputi:
herseroan terbatas seba b(d persekutuan modal,
dibentuk berdasar 1 n perjanjian, dan melakukan

- kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar

S
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dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan ketentuan
peraturan pf‘m 1dang-undangan tentang perseroan
terbatas; dar!

lembaga

andil BUM Desa

sebesar , sesuai dengan
ketentua un dangan tentang
lembaga

M Desa
Eu sunan ‘i epengurusan organisasi pengelela BUM

a. pe 13_81-11&1:;
b. pele
c. pen ng( sé‘,

Penamaan susunan Kkepengurusan organisas
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dapat
men gunal an  penyebutan nama setempat yang
dilandasi *  seman gat kekeluargaan dan
kegotongroyonga:
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P YN R ) s 1%
dimaksud pada ayat (1)

Al lﬁ‘hlﬂtllhdu
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BUM Dessa

b. memhmmu

kepada pelaksana
laksanakan pengelolaan

{i:;m pendapat mengenai

masalah vang lianggap penting bagi
; p»’*na(“ulaﬁam BUM :Jv sa; dan
c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan

pengelolaan BUM Desa.

—

3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
berwenangt
a. meminta p&”n:i lari pe ;ncﬁ opera
: menya

£ " N
a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa
agar nienjadi lembaga y ;mg melayani kebutuhan
ehonor dan/atau pelayanan == umum

usaha
ndapatan

C. tembaga

(3} Pelaksana operasional sebagatl ﬂiawd dimaksud pada
ayat (1) berwenang:

a. membuat laporan kfsuangan seluruh unit usaha
b. gan kegiatan unit
C. usaha
melalui
“sf‘dsk%{ 2 {dua) kali

L
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b ‘bagaimana dimaksud da
ayat (2) dapht menunjuk anggota pen

] 1sitas bi g usaha, khusu
lan administra
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karyawan
disertai

tanggung

nbagian k«er ja

rengelolaan
ksana operasiona

sesual dengar g dan keahlian yang

usaha BUM Desa,
ketua unit

(4} Ketentuan st
pm"syamtan ketu a
dimaksud pada ayat
Kepala Desa.

; S pengangkatan dan
nit usahz‘ sehagaimana
3} diatur dalam Peraturan

K
. Fasal 12
(1) Persyaratan. menjadi pelaksana operasional

-meliputi:
a. I’m;as*a/arakeﬁ Desa  yang mempunyai jiwa
wirausaha;

berdomisili dan menetap di Desa paling sedikit 2
(dua) tahun;

berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan
Derhatuw’ terhadap usaha ekonomi Desa: dan

d. pendi ] : dah
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a. :emn«me& dmmi, _ -

b. telah “selesa bakti sebagaimana diatur
dalam mggnum dasar dan anggaran rumah
-tangga BUM Desa;

bt

]
i
b
w
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¢. mengundurkan diri;
d. tic ak dapat melaksanakan tugas dengan baik

' sehingga menghambat perkembangan kinerjs
BUM Desa; dan _

terlibat Kassu&; pidana dan telah ditetapkan

sebagai tersangka. )
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(1) Mod(m awal BUM Desa bersur

("2 Mod(u UM Desa terdiri ¢ ‘.aS:
a. penyertaan m muu
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ekonomi kema@yay katan

d\mm yang disalurkan m

b, bav‘zm 1 Pemerintah Pusat

Provinsi Jawa Bar
vang disalurkan mels

c. kerjasama 1
sosial  ekonomi
y lembdaga dono:
© ke m?fyadﬂ kolektif Desa
v meka

3
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:
)
et
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{1} "™BUM Desa dapat menjalankan sosial
sederhana yang memberikan pelayanan umum
ke r)—ma masyarakat dengan memperoleh
keuntungan finansial.

(2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat menwniaa\k*“
sumber dava lokal guna,
meliputi:

puti:.,
a. :
b.
e
4 ' Fosecis T P
a. teknologt guna

04ag

Pem
Pﬁmf:z"in‘tzm
mekanisme APB Desa;

pihak swasta, lembaga
cemasyarakatan

dipastikan
dan disalurkan melalui

gaimana
iruf a terdiri atas:
swasta,
dan/atau
elalui

k{‘*w aa AYB

nber dari APB Desa.

dimaksud

sosial
lembaga
isme APB

lembaga
mgkan

tah Daerah
Daerah

erin

dan/atau
sebagai

€sa sebagaimana
J

huruf b berasal
atau simpanan

bisnis
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Pasal 31
Peraturan Bupati ini mulai berlaku .pada ' tanggal
diundangkan. .
Agar setiap® orang mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan  Bupati ini~ dengan
. . menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten

( ianjur.
Ditetapkan di Cianjur

pa{ia tanggal 1 Maret 2018
3UPATI CIANJUR,

AIVANO MUCHTAR
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